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BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR { TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASIL DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

bhahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Penvelenggaraan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radic Swara Praja FM perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang  Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penylaran Publik Lokal
Radio Swara Praja FM.

P

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung
Barat {Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452},

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

{a2

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi  Publik  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4840);



Menetapkan

1

]

3.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  {Lembaran Negara Republik
indanesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tfelah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang WNomor 9 Tehun 2015
(Lemmbaran Negara Republik indonesia Tahun 2015
Nomior 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyviaran Publik
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4485},

». Peraturan Pemerintah Nomor, 12 Tahun 2005 tentang

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4487);

. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radic
Swara Praja FM;

. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SWARA PRAJA FM.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peratuan Bupati inl yang dimalsud dengan
Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat,
Prmerintah Dasrah adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Baral.
Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Barat,

Pejabat  Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan struktural atau fungsional pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat.

Lemhagn Penyiaz‘az‘; Publik Lokal vang selanjutnya disingkat LPPL Radic

Cearmpre 54 )

owara Praja FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk
badan  hu lm m  vang didivikan  oleh  Pemerintah  Daerah,
menyelenggarakan  kegiatan  penylaran  radio.  bersifat  independen,

netral, ddak kemersial, dan berfungsi memberikan lavanan untuk
kepontingsan masvaralkat.

Dewnn Prngawas adalah organ lembaga pemyviaran publik lokal vang
torfungs!  mewakiil masvarahat,  Pemerintah Dueran, dan  ansur
Lembuga Penviaraa Publik Lolka! Rabuparen ampung Barat yvang
menjaenan gas pengawasal  uniul mencapsal rujuan Lembapa
Fenyiaran Jublik,

Dewnn Direksi adalah unsar pimpinan lembaga penviaran publik lokal
Watwinaren  Lampung &éarar vang berwenang 13”"* bertanggungiawah
atas penyelolean Lembags Penviaran Publik Lokal Kabupaten Lampung
P,

Kepaia Stasiun adelan Pimpinan stastun radio Swira Praja FML

Pogawed adiiah pegawal vang bekeria di Lembaga Penyiaran Pubbik
Lokal kabupaten Laompung Barat,

Keputusan Direksi adalah kepurusan yang ditetapkan oleh Direksi atas
Persetujuan Dewan Pengawas.,

SAR U
SUSUNAN ORGANISAST

Pasal 2

(1) Susunan crganisasi LPPL Radio Swara Praja FM terdiri dari :

a. dewan pengawas,;
b, dewan direksi; dan
C. kepala stasiun radio.

(2} Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
a. 1 {satn) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi

komunikasi dan informatika;

b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran siaran radio; dan
¢. 1 {satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di

bidang penyiaran.

(3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Furuf b terdiri dari :

a. direiktur utauma; dan

direktur LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM.
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BAB I
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Penigangkatan

Pasal 3
Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD setelah
melalui  uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan
dari Pemerintah Daerah dan/masyarakat.

-

Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga] orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat {2) dan 1 (satu) orang diantaranva
ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan
hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

Dewart Pengawas memiliki masa kerja selama 5 [lima] tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Dalam melaksanakan tugas, jika dipandang perlu, Dewan Pengawas

dapat dibantu oleh sekretariat yang secara adminitratif berada di bawah
Dewan Direlksi

Pagal 4
Devan Pengawas vang berasal dari unsur Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam avat (3] huruf a, diangkat dari pejabat
vang chiumiuk oleh Bupati.

Dewan Pengawas yang borasal darl unsur prakiisi penylaran dan unsur
masyrakal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3] huruf b dan harufl o,
diangkat setelah iulus seleks! administrasi serta uji kepatutan dan
kelayakan vang dilaksanakan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus

memernuhi persvaratan umum sebagai berikut ;

a. warga Negara Republik Indonesia vang bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. herwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
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e. mempunyai integritas dan  dedikasi vang tinggi  untuk
mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara:

f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian
serta pengalaman di bidang penyiaran publik;

g. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan
dan kepengurusan media massa lainnya;

h. bagi- anggota vang diangkat dari unsur masyarakat wajib non
partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan
vudilkatil,

. memiliki integritas dan dedikasi tinggi demi kepentingan publik; dan

J. berpendidikan serendah-rendahnya strata 1 {satu).

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus
memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. Surat Permohonan sebagal anggota Dewan Pengawas;

b. Surat Pernyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsung
dengan media massa;

Pas nhoto 4 x & cm sebanyak 3 (tiga} lembar; dan

Hotocopy KTH;

Fotocopy ijazah dilegalisir;

Daftar riwayat hidup;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter;

Surat Keterangan Kelakuan Baik dart Kepolisian;

Curiculum Vitae (biedata} pendaftar,;

Propoesal yang berisi visi, misi dan program keria pengawasan;

Bagi pescria dari unsur pemerintah harus melampirkan  rekomendasi
kepada Dinas yang bersangkutan;

. Peserta wajib mencantumkan nomer telepon rumah/hand phone;

m. Persyaratan-persyaratan diatas rangkap 2 (dua),

o, o

=R R

e

Bagian leliga
Tara Cara Seleksi

Pasal O

Untuk melaksanakan  selelesi administratif terhadap calon Anggota

Dewan Pengawas dapat dibeniok Tim Fasilitasi vang ditetapkan dengan

Keputusan Bupatl.

Tim PFasilitasi sebagaimana dimaksud pada avat (1], mempunval tugas

sebagal berikut:

a. menerima berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;

b. melaksanakan verifikasi berkas dan  kelengkapan persyaratan
administasi;

c. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi caion
Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada
Ketua DPPRLD; dan :

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
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(3} Wewenang Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah:
a. meminta data-data asli/fotokopi/salinan persyaratan adminisirasi
vang diperlukan kepada calon Anggota Dewan Pengawas;
b menghuhungi pihak-pihalk/instansi  yvang  berwenang  untuk
pengecekan dala-data vang terkait dengan persyaratan celon Anggota

Lewan Pengawas: dan

o3

Cmembual Berita Acara hasi! verifikasi persvaratan administrasi.

Pasal 7

Tata cara pendaftaran seleksi calon Anggota Dewan Pengawas ditentukan

sebagai berikut:

a. calon anggota Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk
mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Pengawas,

b. calon anggota Dewan Pengawas wajib mengisi blangko permohonan
vang disediakan,

Pasal 8

Tata cara seleksi calon Anggota Dewan  Pengawas ditentukan sebagai

berikut;

a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran

b, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat {2)
b. berkas calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi
sesual dengan yang dipersyaratkan dan Berita Acara hasil seleksi
administrasi diserahkan kepada Ketua DPRD;

c. bagi calon anggota Dewsan Pengawas vang lolos seleksi administrasi
berhalk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan,

d. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materl meliputi
kewibawaarn, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta
Program Kerja Pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;

e. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD menvampaikan
surat usulan pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang
dilampiri hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan
peringkat dari masing-masing unsur.

Pasal 9

(1) Berdasarkan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
e, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Dewan Pengawas
Radic Swara Praja FM.

(2} Dewan Pengawas yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, harus melaksanakan dan
menyelesaikan seleksi calon Direktur dalam waktu paling lama 3 {tiga)
bulan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai Dewa
Pengawas.

(3] Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1], dapat
ditetapkan calon Pengganti Antar Wakiu Anggota Dewan Pengawas yang
diambil dari peringkat berikutnya dari unsur praktisi penyiaran dan
unsuar masyarakat yang telah diusulkan DPRD. "
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Bagian Keempat
Kewenangan dan Tugas

Pasal 10
Dewan Pengawas memiliki keweniangan sebagai berikut:
a. memilih dan mengangkat Dewan Redaksi yang berjumlah sesuai dengan
kebutuhan; dan

b. menetapkan program umurn 5 (lima) tahun LPPL Radio Swara Praja FM.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran,
rericana  kerja  dan  anggaran tahunan, kebijakan pengembangan
kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijjakan
tersebut sesuail dengan arah dan tujuan penylaran,

b, meagawasy  pelaksanaan rencana kerja  dan anggaran  serta
independenst dan newralitas siarvan;

c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap

calon anggota direkst,

mengangkat dan memberhentikan anggota dewan diveksi;

menetapkan salah seorang anggofa dewan direksi seébagai direktur

utama:

menetapkan pembagian tugas setiap direktur,

menjamin bahwa LPPL Radio Swara Praja FM tetap berorientasi pada

publil;

h. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenal
siaran/acara LPPL Radio Swara Praja FM;

i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya
disampaikan kepada Dewan Direksi/Direksi; dan

¢!

g2

j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati dan DPRD.

Bagian Kelima
Kepangkatan

Pasal 12
Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 13
Pemberhentian terhadap Dewan Pengawas dapat dilakukan dengan cara !
a. berhenti; dan
b. diberhentikan.
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Pasal 14
Dewan Pengawas berhenti karena:
a. meninggal dunia; atau
b. mengundurkan diri.

Pasal 15
(1] Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa

jabatan apabila :

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

b, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang
berlaky;

¢. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Swara Praja FM;
dan

d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempercieh kelkuatan hukum vang tetap atau
tidak lagl memenuhi persvaratan sebagal anggota Dewan Pengawas.

{2} pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf &, huruf b,
dan hurul ¢ dilakukan setelah yvang bersangkutan diberi kesempatan
membela dir. R

(3} Pembelaan dirt sebagaimana dimaksud pada avat (2] dilakukan secara
ferrnlin dalam jangla waktu 1 otsatu) hulan ferhitung sejak anggota

Pewan Pengawas yvang bersangkutan dibert tabu secarn tertulis rencana
pembaorbentian tersebut.

Pasal 16
Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ditetapkan dengan Keputusan Bupali.

BAB IV
. DEWAN DIREKS]

Bagian kesatu
Persvaratan

FPasal 17
{1) Untuk  dapat dipilih  sebagai anggota Dewan Direksi harus
memiliki persyaratan umum, sebagai berikut:
a. warga Negara Republik Indonesia yang bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha s
b, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
¢. berpendidikan strata 1 { satu },
d. Berusia minimal 35 (Tiga Puluh Lima) tahun pada saat
pendafraran;
¢. sehat jasmani dan rohani:

OBD

Vol
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I, memiliki  kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan
lidak tercela;

)

g mempunyai  integritas  dan  dedikasi  vang tinggi untuk
) ,% mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian
serta pengalaman dibidang penyiaran publil;
L. Bukan anggota legislatif, yudikatil dan nonpartisan;
J. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan
dan kepengurusan media massa lainnya; dan
k. tidak memilika jabatan rangkap pada jabatan formal.

{2) Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki
persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. Surat Permohonan sebagai anggota Dewan Direlksi;
b. Surat Pernyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsung
dengan media massa; ”
Pas photo 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
Fotocopy KTP;
T'otocopy ljazah yang dilegalisir;
Dafiar riwayat hidup;
Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
Curiculum Vitae (biodata) pendaftar;
Bagi peserta dari unsur pemerintah harus melampirkan
rekomendasi kepada Dinas yang bersangkutan;
Peserta wajib mencantumkan nomor telepon rumah atau hand
phone: dan
1. Persyaratan-persyaratan diatas rangkap 2 (dua).

e e ot e O
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Bagian Kedua
Penganglkatan

Pasal 18
(1} Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
(2) Anggota Dewan Direksi sebagahnana dimaksud pada ayat (1) dapar
berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Dircksi dicuygkat untuk masa jabatan 5 {(lima) tahun dan dapat diangkat

kembali hanya untub 1 {gaty) kali jabatan berikutnya

¥
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Bagian Ketiga
Rewenangan dan Tugas

Pasal 19

Dewan Direlrst memiliki kewenangan berikut :
a. menganglat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Swara Praja FM;
bowerelapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Swara

Praja M dan

- menjalin kerjasama dengan pinak-pihak fuar untuk kemajuan LPPL Radio
swara Praga FM o sesual dengan peraturam perundang-undang veng
berlaku,

Pasal 20

Dewan Direksi mempunyal fugas :

a.

1y,

.

P

melaksanakan kebyjakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas
yang meliputl  kebijakan  umum, rencana  induk, kebijakan
penyiaran, vencana Kkerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan
pengembangan kelembagaan dan sumber daya pada Pemerintah
Daerah;

memimpin  dan mengelola LPP Lokal sesual dengan tujuan dan
scnantiasa berusahs meninglatican days guna dan hasil guna;
menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan
operasional penyiaran;

. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai

dengan peraturan vang berlaku;

menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit 1 (satu]
tahun selali;

membuat laporan keuangan sesual dengan ketentuan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku;

menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat;
mengembangkan seni dan budaya; dan

menjalin kerjasama dengan lembaga lamn.

Bagian Keempat
Kepangkatan

Pasal 21

Dewan direksi adalah jabatan non eselon

5

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 22
Pemberhentian terhadap Dewan Direksi dapat dilakukan dengan cara:

a.
b,

herhent; dan
diherhentikan.
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Pasal 23

Dewan Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a

karena :
a. meninggal dunia; atau
b. mengundurkan diri
Pasal 24
{1} Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa

(2

(3

jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b apabila:

a. tdak melaksanakan tugasnya dengan baik,

b tidaic melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang
herfaku:

¢ terlibat dalam tindakan vang merugikan LPPL Radio Kabupaten
Lampung Barat; dan ‘

d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tétap atau tidak
lags memenuhi syarat sebagai Dewan Direksi

Seselum kepulusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul a. haruf b, dan huruf ¢, ditetapkan vang bersangkutan diber
kesemmpatan membela diri.

Pembelaan dirt sebagaimana dimaksud pada avat () dilakukan secara
tertulis dalam jangka waktuy 1 {satu) bulan ferhitung sejak anggota
Dewan redaksi vang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oieh
Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut,

Selama rencana pemberhentian sebagairnana dimaksud pada ayvat (3)
masih dalam proses, anggota Dewan Redaksi vang bersangkutan dapat
melanjutkan tugasnva.

Jika dalam jangka waktu 2 {dua} bulan terhitung sejak tanggal
penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota
Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.

Pasal 25

Pemberhentian dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

¢
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BAB WV
KEPALA STASIUN RADIO

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 26

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Stastun Radio LPPL Swara Praja FM
harus memenuhi persyaratan umum, sebagai berikut:

a.

533'

SR - W

warga Negara Republik Indonesia yang bertagwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa:

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

berpendidikan sarjana,

berusia maksimal 65 {enam puluh lima) tahun;

sehat jasmani dan rohani;

menuliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidalk
tercela;

mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggl untuk mempertahankan
persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

- memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta

pengalanman dibidang penyiaran publik;

tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan
kepenguirusan media massa lainnya; dan

tidai memiliki jabatan rangkap pada jabatan formal.

Untul dapar diangkat sebagail Kepala Stasiun Radie LPPL Swara Praja FM
harus memenuii persvaratan dministrasi, sebagai berikut:

a,
b,

[

e B D

Surat Permohonan sebagei Kepala Stasiun Radio:

Surat Pernvataan tidak terkaif langsung maupun tdak langsung dengaao
media massa;

Pas photo 4 x & cm sebanyak 3 {tiga) lembar;

Fotocopy KTP;

Fotocopy ijazah dilegalisiv;

Daltar riwavat hiduap:

Surat Keterangan Schat dari Dokter;

Surat Reterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;

Curiculum Vitae {biodata] pendaftar;

Bagi peserta dari unsur pemerintah harus melampirkan rekomendas:
kepada Dinas yang bersangkutan;

Peserta wajib mencantumkan nomor ielepen runah/hand phone;dan
Persvaratan-persyaratan diatas rangkap 2 {(duaj.
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Bagian Kedua
Perigangkatan

Pasal 27
{1} Kepala Stasiun Radio diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Direksi
dengan persztujuan Dewan Pengawas.

{2) Kepala Stasiun Radio dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan
bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 28
Kepala Srasiun Radio memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan
penylaran LPPL Radie Swara Praja FM sesual dengan kebijakan umum
ataupun khusus vang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

BAB VI
PEGAWAI

Pasal 29
(1} Pegawai LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM terdiri dari :
a.pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-
undang vang berlaku; dan
b.non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direktur Utama
herdasarkan perjanjian keria.

{2} Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPFL
Radio Swara Praja 98,6 FM sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
diatur berdasarkan ketentuan perundang-undang vang berlaku,

(3] Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Swara
Praja 98,8 FM Non Pegawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat {1}
hurut a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang
yvang berlaku.

{4} Pegawai LIPL Radio Swara Praja 98,6 FM baik Pegawai Negert Sipil atau
Non Pegawail Negerl Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik,

Pasal 30
. binaan Pegoowvad Negeri Sipit dan Non Pegawal Negeri Siptl di Langkungan
LPPL Radio Swara Praga 98,6 FM dilakukan oleh Direksi sesual dengan

v
i
&

peraturan serundane-unaang vang berlaku.
4 H e o, T2

o)
o
)




Pasal 31
Dilingkungan LPPL Radio Swara Praja 98.6 M dapat ditetapkan jabatan

fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undang vang
berlaku. “

BAB VII
PENGHASILAN

Pasal 32
Dewan  Pengawas, Dewan Direksi dan Kepala Stasiun Radio harena
fugasnya menerima penghasilan dalam berntulk
a. gah; dan

-
[
e

b, tunjangan.

Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada avat {1} huruf a ditetapkan

oleh Bupati berdasarkan penetapan Upah Minimum Kabupaten.

(31 Tunjangan scbagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b ditetapkan
sebesar 30 % dart gaji. ,

(4] Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Kepala Stasiun Radio dari PNS
mendapatkan penghasilan berupa tunjangan saja.

(3] Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

BAB VIl
TATA KERJA

Pasal 33

{1} Keputusan Dewan Pengawas Ditetapkan secara kolegial melaluil sidang
Dewarn Pengawas.

(2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
secara formal ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 34
Dalam melaksanakan kewajibannva, setiap pemimpin di lingkungan LPPL
Radio Swara Praja 98.6 FM wajib menerapkan prinsip koordinasi secara
hierarkis, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi LPPL Radico Swara Praja 98,6 FM serta
dengan intensi atau pihak di luar LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM.

Pasal 35
Setiap pemimipin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja
98,6 FM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahnya
masing-masing dan  memberikan  bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.
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Pasal 36
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja
98,6 FM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab

kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara

berkala atau sewaktu-waltu.

Pasal 37
Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah untuk
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk

keperluan peayempurnaan kebijakan maupun untuk mermberikan arahan
lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 38

Setiap  pi satuan organisasi wajib mengawasl bawahannya dan
apabila terjads

penyimpangan agar mengambil langkah yang diperiulkan
gesual dengan Ketentuan perundang-undang vang beriaku,

nmnan

BAR VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundanghkan,

Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkean pengundangan Peraturan

Bupati i dengan  penempatannva  dalam  Berita Daeran  Kabupaten
- Lawaune Lagal,
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pada tanggal b Fg[ﬁﬁ,{gw} 2018
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